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ABSTRAK

Zainul Mutaqin, 2024. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022”. Skripsi
Progam Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Tahun 2024. Pembimbing : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara
nomor 87/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Penafsiran Hakim dalam putusan tersebut menarik diteliti karena
terdapat pembatasan hak untuk dipilih atau hak politik bagi mantan
terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal
ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan
vang sama dalam pemerintahan”. Penelitian hukum ini merupakan
penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pembatasan hak politik mantan terpidana dalam
pencalonan anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika
diberlakukan pembatasan secara permanen, kemudian dalam memutus
perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 Hakim menggunakan pendekatan
originalism dengan metode penafsiran sistematis, namun seyogyanya
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-originalism dengan
metode penafsiran teleologis. Adapun akibat hukum dari penafsiran
sisitematis yaitu adanya persyaratan limitatif bagi mantan terpidana
yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sementara
akibat hukum dari penafsiran teleologis yaitu tidak adanya persyaratan
yang membatasi hak politik mantan terpidana dalam pencalonan
legislatif

Kata kunci: Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik.
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ABSTRACT

Zainul Mutaqin, 2024. “Legal Interprestation by Judges Regarding
the Decision of the Constitutional Law 87/PUU-XX/2022". Thesis of
the Constitutional Law study program, Faculty of Sharia, K.H
Abdurrahman  Wahid  State  Islamic ~ University — Pekalongan.
Supervisor : Dr. Achmad Muchsin, S.H.1., M.Hum.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia decided
case number 87/PUU-XX/2022 concerning the substantive review of
Article 240 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning
General Elections. The judge's interpretation in that decision is
notable because it involves restrictions on the right to be elected or
political rights for former convicts seeking candidacy as legislative
members. This was deemed inconsistent with Article 28D Paragraph
(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states
that "everyone has the right to equal opportunity in government." This
legal study is normative legal research. The research approaches used
include statutory approach, conceptual approach, and case approach.
The Research result indicate that restricting political rights of former
convicts in legislative candidacy is contrary to Article 28D Paragraph
(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia if such
restrictions are permanent. In deciding case number 87/PUU-
XX/2022, the Judges used an originalist approach with a systematic
interpretation method; however, it would be more appropriate to use a
non-originalist approach with a teleological interpretation method.
The legal consequence of systematic interpretation is the restrictive
requirements for former convicts wishing to run as legislative
members. Meanwhile, the legal consequence of teleological
interpretation is the absence of requirements limiting the political
rights of former convicts in legislative candidacy.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, Political Rights.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan
kehakiman tertinggi di Indonesia yang diklasifikasikan bersama
Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lain dibawahnya.!
Sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi diberi beberapa
kewenangan dan bertanggung jawab besar dalam kapasitasnya
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of -constitution).
Kewenangannya antara lain: (1) menguji undang-undang yang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; (2) menyelesaikan
konflik antar lembaga negara yang mempunyai kewenangan
konstitusional; (3) memberikan putusan terkait pembubaran partai
politik ; (4) memberikan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan
umum (pemilu).? Diantara sekian banyak kewenangan Mahkamah
Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar atau judicial review merupakan salah satu perkara yang
cukup popular akhir-akhir ini. Berdasarkan data yang diambil

rekapitulasi putusan, presentase permohonan judicial review telah

' Lihat Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

2 1da Budhiati, Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir
Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum
Pemilu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 9.



mencapai 1734 putusan dengan persetase 49% dari total
keseluruhan.?

Pada tanggal 30 November 2022 Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia memutus perkara nomor 87/PUU-XX/2022
terkait pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis
Undang-Undang Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945) yang mempersoalkan persyaratan mantan narapidana dalam
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-
XX/2022, pemohon mengajukan permohonan uji materi pada Pasal
240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana’.

Pemohon beranggapan bahwasanya frasa ‘“kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

* Mahkamah Konstitusi. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Diakses
pada tanggal 4 Desember 2023.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1 &kat=1&menu=>5.



bersangkutan mantan terpidana;”* telah bertentangan dengan Pasal
28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun Nergara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Karena
dengan adanya frasa tersebut akan membuka peluang adanya
praktik jual-beli calon (candidacy buying). Selain itu, adapun
alasan-alasan pendukung lain, diantaranya: mengakibatkan adanya
calon legislatif yang tidak berintegritas, mengakibatkan adanya
potensial abuse of power, adanya putusan dari Mahkamah Agung
(MA) yang bisa dijadikan alat oleh mantan terpidana korupsi dalam
memperdebatkan hak mereka untuk mencalonkan diri, dan
mengakibatkan banyaknya golput.®

Berdasarkan permohonan tersebut, Hakim mengabulkan
sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan
Mahkamah  Konstitusi nomor  87/PUU-XX/2022. Dalam
putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa bahwa Pasal 240
ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat kecuali jika dimaknai, sebagai
berikut:
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus

memenuhi persyaratan:

4 Lihat Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum
3 Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022, 36.



g. (i) “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii)
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu
5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang-ulang;”

Dalam amar putusan diatas disebutkan bahwa salah satu
syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu tidak
pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali
tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik. Frasa tersebut
bermakna bahwa adanya pembatasan hak politik terhadap mantan

narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.



Hak politik merupakan hak yang dilindungi hukum, baik
Internasional maupun nasional. Dalam hukum Internasional, hak
politik diatur dalam Universal Declaration of Human Rights dan
International Convenant on Civil and Political Right. Sementara
dalan hukum Nasional, hak politik diatur dalam Konstitusi (UUD
1945) dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Dengan adanya pembatasan hak politik tentunya hal ini
bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan
vang sama dalam pemerintahan”. Karena hak untuk turut serta
dalam pemerintahan (hak politik) merupakan salah satu hak dijamin
oleh negara dan pemberlakuan diskriminasi terhadap warga negara
merupakan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk
untuk menganalisis penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi
didalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XX/2022, karena dinilai melanggar hak politik warga
negara. Maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Penafsiran Hukum oleh Hakim Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022”

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Hakim terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan diterapkannya

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim
Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 87/PUU-XX/2022.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum yang timbul
dengan diterapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/
PUU-XX/2022.

D. Kegunaan Penelitian
a. Teoritik
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan
keilmuan terkait Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis
mengenai persoalan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi
serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 87/PUU-XX/2022.

b. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk
memberikan analisis serta rekomendasi dalam membentuk
hukum terhadap Mahkamah Konstitusi terutama mengenai
pengujian undang-undang.

E. Kerangka Teoritik
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian
ini yaitu teori penafsiran hukum. Teori ini dikolaborasikan dengan
konsep hak asasi manusia dan hak konstitusional, penjelasannya

sebagai berikut:



1. Teori penafsiran hukum

Teori penafsiran hukum merupakan suatu cara untuk
menemukan hukum (rechtsvinding) apabila aturannya sudah ada
akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada suatu
kejadian tertentu.> Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran
(interpretasi) oleh hakim merupakan penjelasan yang harus
menuju pelaksanaannya yang dapat diterima oleh masyarakat
mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Teori penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan
bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan
sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu, tujuan dari
teori penafsiran hukum yaitu untuk memastikan bahwa hukum
yang berlaku sudah diterapkan secara adil dan sesuai dengan
prinsip-prinsup hukum yang berlaku.

Penafsiran hukum bukanlah suatu cara yang diperintahkan
hakim untuk menemukan hukum, melainkan suatu sarana
peluasan terhadap putusan hakim. Teori penafsiran hukum
merupakan suatu cara untuk menemukan hukum (rechtsvinding)
apabila aturannya sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika
diterapkan pada suatu kejadian tertentu. Menurut Sudikno
Mertokusumo metode penafsiran (interpretasi) bukanlah suatu
cara yang diperintahkan hakim untuk menemukan hukum,

melainkan suatu sarana peluasan terhadap putusan hakim.’

® Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, 2010), 13.

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberti, 1999), 154.



F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah

mengumpulkan kemudian menganalisa kajian secara umun yang

sejalan dan searah dengan penelitian ini. Adapun penelitian

sebelumnya yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti, antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan

No. Nama Penulis

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1. | Imran Zulfitri®

Perpektif Hukum
Islam Terhadap
Penafsiran
Hukum Oleh
Hakim di
Indonesia

Seorang Hakim harus
memenuhi tiga syarat
ketika menafsirkan
kaidah hukum pada
perkara  yang  di-
hadapkan padanya.
Persyaratan  tersebut
adalah mempunyai
semangat keadilan,
menjamin  kepastian
hukum, dan tindakan
cepat. Ketika hakim
menimbang, me-
meriksa, dan memutus
perkara  berdasarkan
hukum Islam, hakim
harus berprinsip pada
Al-Qur’an dan Hadits.

2 | Siti Febrianti’

Hak Politik

Berdasarkan hukum

8 Imran Zulfitri, Perpektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh
Hakim di Indonesia, Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2019.




Mantan positif, hak politik
Narapidana mantan terpidana
Korupsi Perpektif | korupsi tidak dibatasi
Hukum Positif oleh Undang-Undang
dan Hukum Islam | Dasar NRI 1945 dan
Pengadilan UU Perlindungan ham.
Agama Sedangkan berdasarkan
hukum Islam, tidak ada
batasan dalam  Al-
Quran dimana hak
manusia  sama  di-
hadapan Allah SWT.,
sehingga setiap ma-
nusia yang melakukan
kejahatan seperti ko-
rupsi setelah bertaubat
dengan ikhlas dan telah
mendapat hukuman di
harapkan dapat me-
rubah kehidupan yang
lebih  baik. Pada
hakikatnya keduanya
terdapat persamaan hak
di hadapan hukum dan
atas dasar itulah yang
menjadi landasan
bahwa semua orang
mem-punyai hak untuk
turut  serta  dalam
pemerintahan.

® Siti Febrianti, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perpektif Hukum
Positif dan Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu, 2022.




10

3 | Muhammad Hak Politik Man- | Proses penetapan
Ya’qub tan Narapidana Putusan MA nomor 46
Khaidar!® Korupsi Untuk P/HUM/2018 yang

Di-pilih dalam mana dianggap ber-
Pemilihan Umum | lawanan dengan asas

Legislatif hukum lex specialist
(Analisis Putusan | derograt lege generali.
Mahkamah Dilihat  dari  sejak

Agung Nomor 46 | putusan tersebut di-
P/HUM/2018) ambil nampaknya
tidak sesuai dengan ke-
tentuan hukum positif.
implikasi  dari  ke-
putusan tersebut tidak
sepenuhnya melindungi
hak politik terhadap
mantan pelaku tindak
pidana korupsi secara

keseluruhan, namun
hanya sekedar me-
ngizinkan mantan
terpidana korupsi untuk
mengajukan per-
mohonan kepada

Bawaslu terkait seng-
keta administrasi dan
apabila keputusannya
di-terima maka calon
yang bersangkutan di-
nyatakan telah me-
menuhi persyaratan.

4 | Bela Febtriana!! | Hak Politik Hak politik mantan ter-

10 Muhammad Ya’qub Khaidar, Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi
Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46 P/HUM/2018), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogjakarta, 2019.
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Mantan pidana  dalam  pe-
Narapidana milihan kepala daerah
dalam berdasarkan  putusan
Mencalonkan MK menyatakan bahwa
Diri Sebagai dapat mencalonkan diri
Gubernur Aceh sebagai Kepala Daerah
(Analisis Putusan | Provinsi  Aceh  se-
Mahkmah panjang menngakui
Konstitusi bahwa  yang  ber-
Nomor 50/PUU- | sangkutan pernah di-
X1V/2016) pidana selama 5 tahun
atau  lebih  kepada
publik. Dan pengujian
putusan MK  No.
50/PUU-XIV/2016
sudah sesuai dengan
amanat konstitusi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat
dilihat dari segi objek permasalahannya. Penelitian diatas cenderung
membahas terkait hak politik mantan terpidana korupsi. Sementara
dalam penelitian penulis membahas terkait penafsiran Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 87/PUU-
XX/2022 tentang persyaratan mantan narapidana dalam pamilihan
umum legislatif. Namun, berdasarkan tinjauan yang dilakukan
penulis belum ada penelitian yang terkhusus memaparkan tentang
penafsiran hukum terhadap putusan No. 87/PUU-XX/2022. Oleh

karena itu, penulis memandang penting bahwa perlu dilakukan

! Bela Febriana, Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri
Sebagai Gubernur Aceh (Analisis Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 50/PUU-
X1V/2016), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2017.
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suatu pengkajian secara khusus tehadap putusan Mahkamah
Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum
normatif me rupakan jenis penelitian hukum dengan kajian
hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti
teoritik, filosofis, sejarah, perbandingan hukum, struktur dan
komposisi, ruang lingkup dan materi, kejelasan umum dan
penjabaran tiap pasal, bentuk hukum dan berkekuatan mengikat
pada suatu perundangan-undangan.'? Amiruddin berpendapat
bahwa penelitian jenis ini, terkadang hukum
dikonseptualisasikankan sebagai perwujudan peraturan hukum
atau sebagai aturan dan norma yang menjadi standar perilaku
manusia yang pantas.!3
2. Pendekatan penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan
penelitian, diantaranya:
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu

suatu  pendekatan hukum dengan mempertimbangkan

12 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian
Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Riau:
Dotplus Publisher. 2022), 52.

13" Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 118.
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik
penelitian.'*

b. Pendekatan ponseptual (conceptual approach), pendekatan
jenis ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian
masalah dalam penilitian hukum yang meliputi aspek konsep-
konsep hukum yang melatar belakanginya atau nilai-nilai
yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang
berkaitan dengan  konsep-konsep yang  digunakan.'’
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep
yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-
undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung
dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan
ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum.!®

c. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. |7

4 Ani Purwati, Metode Penelitian Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad
Media Publishing, 2020), 87.

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana,
2010), hal. 36.

16 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru
Press, 2014), hal. 35.

17 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 249.
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3. Sumber Bahan Hukum
Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut
penjelasannya:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki
krkuatan hukum mengikat karena dikeluarkan langsung oleh
pemerintah atau lembaga negara seperti peraturan perundang-
undangan, putusan hakim serta dokumen resmi,'® diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum.
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

5) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-
XX/2022.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum utama

(primer) berupa buku-buku karya ahli hukum, karya ilmiah di

bidang hukum, artikel tentang hukum, dan sebagainya.'®

18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University

Perss, 2020), 60.
1 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian
Hukum, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Kobstitusi Indonesia), 12.
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c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menafsirkan bahan
hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum dan
ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
yaitu diawali dengan studi kepustakaan yaitu inventarisasi semua
bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. kemudian
diadakan diklasifiksi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan
hukum tersebut disusun secra sistematis untuk lebih mudah
membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh
dari studi  kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan
dikelompokkan, untuk dipilih sesuai dengan karakter bahan
hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya sesuai
dengan permasalahan yang di bahas.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa
bahan hukum prespektif yaitu untuk memberikan argumentasi
atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau
penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya
menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil
penelitian.
H. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab.

Pembagian per bab tersebut dimaksudkan supaya memudahkan
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pembaca dalam memahami keterkaitan bagian-bagian tersebut.
Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik,
penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika
penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori dan konsep yang
digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori penafsiran
hukum, serta konsep hak asasi manusia dan hak konstitusional.

Bab ketiga, berisi gambaran umum putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-
XX/2022 yang terdiri dari duduk perkara dan pertimbangan hukum.

Bab keempat, berisi penasiran hukum oleh hakim terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 yang
terdiri atas penafsiran hukum Hakim dan akibat hukumnya.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan

dan saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan
sebelumnya dalam penelitian ini bahwa pembatasan hak politik
mantan terpidana sebagaimana dalam Putusan MK Nomor
87/PUU-XX/2022 dianggap melanggar konstitusi jika dilakukan
pembatasan  secara permanen, sehingga mengakibatkan
hilangnya hak konstitusional sebagaimana yang termaktub dalam
Pasal 28 D Ayat (3) UUD NRI 1945. Sementara pendekatan
yang digunakan Hakim dalam memutus perkara a quo yaitu
pendekatan originalism dengan metode penafsiran sistematis
dikarenakan adanya keterkaitan antara Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. Namun
dalam perkara a quo  Hakim seyogyanya menggunakan
pendekatan  non-originalism dengan metode penafsiran
teleologis, hal ini dimaksudkan supaya Hakim turut
mempertimbangakan hak-hak mantan narapidana serta tujuan
dari pemidanaan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi
terhadap pihak manapun khususnya narapidana.

2. Akibat hukum penafsiran hakim dalam Putusan Mahkamah
Nomor 87/PUU-XX/2022  yaitu pertama, Jika hakim
menggunakan penafsiran sistematis maka putusan tersebut akan
dikabulkan, sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan norma

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang menyebabkan adanya

65
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pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan
anggota legislatif pada pelaksanaan pemilu, diantaranya: tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun) atau lebih,
kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, masa
tunggu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur
atau terbuka mengenai mengumumbkan latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang-ulang. Kedua, Jika Hakim menggunakan
penafsiran teleologis maka amar putusan tersebut akan ditolak,
sehingga bagi mantan narapidana yang diancam pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih tetap bisa mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif yaitu cukup dengan mengumumkan kepada

publk bahwa dirinya mantan narapidana.

B. Saran

Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam
menetapkan putusan hendaknya selalu mempertimbangan hak-hak
warga negara khususnya hak politik mantan narapidana, meskipun
pada dasarnya narapidana merupakan sesorang yang telah
melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum akan tetapi
mereka juga memiliki hak yang dijamin langsung oleh konstitusi

yaitu  hak  untuk  turut serta  dalam  pemerintahan
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